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 KATA PENGANTAR 
Dalam skripsi ini penulis hendak mengkaji dan menganalisis bagaimana 
perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah dalam tiap 
tahapan pengadaan tanah di peraturan-peraturan yang mengatur mengenai 
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, mulai dari 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan – 
Ketentuan mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah sampai dengan peraturan 
terbaru pengadaan tanah yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.  
Berdasarkan hasil analisis, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa 
dalam peraturan pengadaan tanah terdapat dua bentuk perlindungan hokum yaitu 
perlindungan hokum preventif dan perlindungan hokum represif.  
Dari berbagai peraturan pengadaan tanah yang penulis kaji, UU No. 2 
Tahun 2012 lebih baik dalam memberikan perlindungan hukum pada pemegang 
hak atas tanah karena didalam peraturan ini,  pemegang hak atas tanah diberikan 
kesempatan untuk dapat mengajukan keberatan terhadap hasil penetapan lokasi 
sampai ke PTUN bahkan jika pemegang hak atas tanah masih belum puas 
terhadap hasil PTUN dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Adapun 
faktor lain yang membuat penulis berpendapat bahwa UU No 2 Tahun 2012 lebih 
baik dari pada PMDN No. 15 Tahun 1975, Keppres No. 55 Tahun 1993, dan 
Perpres N0 36 Tahun 2005 jo Keppres No. 65 Tahun 2006 karena dalam menilai 
harga tanahnya dilakukan oleh pihak ke tiga yaitu lembaga penilai harga tanah 
yang independen dan objektif dalam memberikan penilaian terhadap harga tanah 
sehingga pemegang hak atas tanah lebih terlindungi dalam mendapatkan nilai 
 
 
 
 
ganti kerugiannya. Selain itu dalam pengajuan keberatan atas hasil Musyawarah 
ganti rugi, pemegang hak atas tanah dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri, 
bahkan jika pemegang hak atas tanah masih merasa belum puas atas hasil hasil 
pengajuan keberatan di Pengadilan Negeri, pemegang hak atas tanah dapat 
melakukan kasasi di Mahkamah Agung. 
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